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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : . TAHUN 2012
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daesrah Kabupaten
Bekasi Nomor 3 Tabhun 2012 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propingi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 4 Tahun 1988 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Momor 14 Tahun 1850
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 31, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomaor 2851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1884 MNomor 62, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,



4

Undang-Undang MNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Peroiehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republk Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3888),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun E{JE!S
MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan MNegara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421):

10.Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang

11.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momaor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138):



14 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah  (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

15.Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 890, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2005 MNomor 49, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4503):

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4574);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 138, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4576);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 4577);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4578):

23 Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Memaor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);



24 Peraturan Pemenntah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenntah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 165 Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4592);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2008
Momaor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 teptang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4347);

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri NMomor 30 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
FPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelelaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nemor 1);

31, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomar 4):



Menetapkan .

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
fentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 Nomaor 8);

35 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momar 8 Tahun 2{31_1
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2011 Nomaor 9},

36 Peraturan Daerah MNomor 3 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 3);

37.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang
FPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010
Nomor 31);

38 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BEKAS|I TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 :

1.

Pendapatan
a. Pendapatan Asl Daerah Rp. 599.070.130.849.00
b. Dana Perimbangan Rp.1.157.037.049 474 00
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Ep ©607.143.373.205.00
Jumiah Pendapatan Rp. 2.363.250.553.528.00

Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 874.566.674. 967,00

2) Belanja Hibah Rp. 117.372.515.050,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 76.443.747.000.00



4) Betargs Bagu Hasil
5) Beianja Bantuan Keuangan
B) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3 Pembiayaan
a. Penernimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 53B.187.766.880 00

Rp. 27.511.550.000,00
Rp. 45.336.239.701,00
Rp 61.534.000,00
Rp.1.141.292.260.718,00

Rp. 81.616.924.868.00
Rp. 456.829.263 798,00
Rp. 643.501.281.377.00
Rp.1.181,947 470.043,00

Rp.2.323.239.730.761,00

Rp. 40.010.822.767,00

Rp. 488.569.471.123.00
Ep. 392.527.000.00

Rp. 498.176.944 123 00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Bekasi ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

lebih lanjut terinci kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Fenjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3,
tercantum dalam lampiran || Peraturan ini.

Pasal &

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal &6
Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2¢ - & - 2o
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